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9. Perjanjian Penerusan Pinjaman adalah Perjanjian Penerusan
Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah dengan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta.

10.Perjanjian Hibah adalah Perjanjian Hibah yang dananya
bersumber dari Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah
dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB Il
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 2

(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Penyertaan Modal
Daerah sebagai investasi permanen pada Perseroan yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta.

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) merupakan modal kerja zwal Perseroan yang
disetorkan dalam bentuk uang tunai.

Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) berasal dari APBD Perubahan Tahun
Anggaran 2008.

(2) Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebesar Rp. 49.500.000.000,00 (empat puluh
sembilan milyar lima ratus juta rupiah) setara dengan 99%
(sembilan puluh sembilan persen) saham yang ditempatkan
dan disetor penuh pada Perseroan.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah pada Perseroar yang bersumber dari
APBD murni, Penerusan Hibah dan Pinjaman APBN Tahun
Anggaran 2008 — 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB 1l
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban melakukan
Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan
selain yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Hibah dan
Perjanjian Penerusan Pinjaman yang ‘dilakukan antara
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah.



(2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi
permanen dalam bentuk tunai dan aset non tunai.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada targgal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatarnya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2008

¢ . GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
JAKARTA, o

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 17 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

e

MUHAYAT
NIP 050012362

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2008NOMOR &
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
(PT) MRT JAKARTA

. UMUM

Konsep dan rencana pengembangan sistem MRT di Jakarta telah mulai diwacanakan
pada akhir tahun 80-an ketika problem kemacetan lalu lintas terutama di ruas-ruas utama
semakin parah akibat pesatnya pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak dapat
dibarengi dengan peningkatan kapasitas jalan dan peningkatan layanan angkutan umum
bus dan kereta api.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian,
penyelenggaraan perkeretaapian baik penyelenggaraan sarana ataupun prasarana
perkeretaapian dilaksanakan secara terbuka, yaitu perkeretaapian dapat diselenggarakan
oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum (BUMN, BUMD, Pemerintah, maupun
Pemerintah Daerah).

Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bermaksud melakukan Investasi permanen
yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan pada BUMD Perseroan Terbatas (PT)
MRT Jakarta untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan »nelayanan kepada
masyarakat.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berkewajiban” yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
terikat kepada perjanjian yang dibuatnya dengan Pemerintah Republik
Indonesia untuk pembiayaan pembangunan sistem MRT di Jakarta yang
dituangkan dalam Perjanjian Hibah dan Perjanjian Penerusan Pinjaman,
dimana dalam Perjanjian-perjanjian tersebut, Pemerintah DKI Jakarta telah
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menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tambahan dana kepada
Perseroan untuk pembangunan proyek MRT tersebut diluar jumlah yang
disepakati dalam Perjanjian Hibah dan Perjanjian Penerusan Pinjaman.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas

000



Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Nomor : I

Tahun : 2008

JADWAL PENYERTAAN MODAL DAERAH (PMD) PADA PT. MRT JAKARTA YANG BERSUMBER DARI APBD MURNI, PENERUSAN HIBAH DAN PINJAMAN APBN
TAHUN ANGGARAN 2008 - 2024 (dalam Milyar Rupiah)

F — - FASE D .
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